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Duerahlah yang lebih vahu apa yang edo den apa yang hendak dicapai
dalarn pelaksanacn pe nmmuwn doerah.

Tujuan ctonomi h@ru mampy mempertahankan integritas NKRI
bukan sebaliknya, karena sistem hubungen pusa? dan deerah diharapkarn
lebih terbula, adil, halang«w kesenjorgan dan manusiawi, sehingga
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demikinn pembangunan daerah m

KKN seyogyanya dapat dicapai.
Tekad semakin kua? dan semua sepckat sistem pemerintah hores

diganti menjadi sistem pemerintah desentralistik. Akarn tetapt apakan
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sistem baru tersebut dapat dengon boik diaplikasiken dalam jangka

t

tuntutan yntuk  mendirikan ne
051
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pendek, Tanpa mempersiopkan daerah dengen baik dan matang Yermasuk

juga Sumatra Selatan? Apakah dengen sistem pemernmwm '—/ﬂ'zm
desentralistik, mampu membuka peluang iebih basar bagi masyarakat
untuk berpartisipasi utuh dalom pembangunan daerah?

Dergan adanya otonomi daerch dikarapkan pendupuian st
daerah mampu meningkat, tidek hanya dalam jumlch perolehan, namun
juga mampu menganekaragamkan sumber-sumbize pendapatan daerah?,
Tentunya peningkatan jumlah dan sumber-sumber tersebui tidak
mengorbankan  kepentingan bersama. Untuk itu  diperlukan  pula
akuntabilitas yang baik. Dalam hal ini Pemda periy menu: njukkar kiner o
yang lebil baik, dengan pergawasan lembaga legislatif (DPRD) yang
kritis, berwibowa dan berkualitas. Otonomi dacrech akan Serbhasil
dengan didukung oleh dana vang sesuai dengan fungsi dan wewernang,
serta S dan sistem kepegawaian Pemerintah yvang baik.

Sistern kepegawaian Pemda di Indonesia J:m’é fni, disingalir kurang
kondusif untuk me:nczzmk personil vang handal dan profesional yarg
mampy menggages denga mmfw lalan kow p\, tivid c‘m kompeiratif sesun

dengan Tunfutan glob e’ Sistem senio telet
menjadikan chinum birokrat sibuk menoe VIS
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kadangkaeln tek berhubungan dengan peninghaten kiner éz:a. Ea! b aldirie-

akhir ini Timbul kecemburuan karena fenjongon eselon menin:
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Kondisi sosial dan ekonomi deerah sanget mementukan agenda
y-.esgza-'e'imii;aaf;é di tosing-masing deérah. f}-:zpa?&a?"s dibuat hipotesis
bahwa dagrah yang kaya akan natwad resources (NR) belum tentu
mampy meningkatlkan PAD-nva, seboliknya dnerm daerah yang tidak
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punya NR, belum tentu tidak mampu mening 'aﬂ"m PAD mere
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TDA Serta tenneing dan etandardis

anckan otonomi daerah
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sumber-cumber nembinyean
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: hubungan keuangen pusal

£ dm‘i mser"mmn sfsz::? oly g:«“ff?ac.ﬁmn tugas
. N

gkat pemerirtahan. Hubungan ertara Tingies
awerhativan tujuan ekonomi dan politik dari

PP Mo, 23 tahun 2000 fentang lewenangan deerch telah puia
digyabkan, Keluarrya PP inl merupakan pers bahan besar yang teiah
merintahcn saat inil. Rezim pemerintahan lalu belum pernah
sarkan PP tentong pemerintahan deerch. Pada PP No #R/2000

230 kewenangan yang dipegang Pemerintah Pusat, dan 168

ewenangan Pemerintahan Prapinsi. PP hanya me >nyebutkan Kewenangan
@emer“mxu dan Pnc ‘nsi mamun Tidak secara ielas menyebuikan
4 LY

kewenangan Yabupaten dan Kote.
Kewszrangan *,mg teloh diatur tersebut ‘i‘idal’ hanya sebatas
kewenangan fuaggional, tevapi harus pula difkuti oleh kewenangan fiskal,

yang dalam hubungan desentralisesi meliputh fz,ﬁ:',f)endf'?’ure assignment,
ment, fransfer assignineny, dan borrowing assignment

reveaus GEsiga ,
(B4} BA tentunya tak dapot digunakan uniui maksud pembiayaan rutin,

selainkan untuk fujuan yang produktif, kecuali jika ingin mengulang!

pengalaman  seria keselchan negara  Argentina dan Rusia dalem

nelakcanakan desentralisasi™
Surrsel yang memiliki delapan daerah Kabupaten dan dua Kota,
memiliki perbedoan kemarapuan potens dalam menjalenkan kewenargan
fiskal guna menjolonkan kewenangan fungsional sebegaimana daerch

p%4
! oo b { rdpres ¢ ~ B -
tonam, Disamping berbeda dalem potensi yang dimiliki tiep degrch
. v e tem e f i ke P i bes -
Kabupaten/Kota, beberapa indikator menunjuidicn nufa behwa daerahi-
| e rgin by pryers t §1 gt ap o o iitey gy A i e cedo
dazrah hawah belum memilii rencana secerg jeles unfux menarima

N Y 2
aitan erart d@i’s‘ an peigyanan imasy ’3"“’3; a
e} H 7




Kekhawatiran timbulnya friksi dinaraphan tidak terjadi jha

! . o o mimgm i ] deilomi g " H el
dilakutan transter persunil balk secara vertikal tuaupun herizontai.
fn ok - \ LY Tl 4 )
Masalah yang muncul horus segera diantisipasi, arena bagaimana
. . i i PP A . AN 1 Liglem! fo m e gd oo by i o s g
munekin  meninckotkan  kemampuan  fiskal  berdeserkan pringsip
,

.
‘J
if;z*a"édfz‘g_é:,am:am peloyanan kepada mosyarakaet coa

i

_ A {
sturan yﬂrrv ; s untuk mencrik investasi masih berlengsung.

ditalatkan parubchan don menjedi RUY Mo
tahun 1997 dikeluarkan z"‘n' jan quacm

in A NS I T I IR /e
[ ﬂu"’% uuu GCU‘,:; W, 10, L0

einma LRt “”Wga"“ "m; bigva tinggl yang Terjadi | sada saat itu. Banyak

et p

xb i untik meningkatkon pajok dun retribusi, wparis

b. wrah yang ber g
g

tanpa memperhatikan pringip-pronsip yang beriaky pada perpajexan,
dan tanna mempertinbangkan dampak yeng Yelan ditimbuiken seperti

ekonam béaya *i'mggs- Diakui UU No 18 tahun 1997 memiliki beberapa
kelemahan dan Pemerintah sedang akan melakukan revisi UU tersebut.

[

Peran Masyarakat & Persaingan Dagran
crabenakhan ekonomi relatif ferabaikan akhir-akhir ini karena

konsertrasi, wakty, serta energi terlau banyek tercurch ke masalah
selitik, bahkan polivil velah melakukan intervensi ke dalaw  tubul
elonomi, sehingga banyak kebijakan yong lurang bijak diambi
semakin jelas dengan adanya dana-dana ajaib yang me gchr ke rekening
netinggi negera. Manguaknya kasus Bank Bali, penyeéewsngm dang J’bg
serta Rp 35 milyer dana Buluy serta dana liar leinnya, yang dihoraplon
i Ini opulo merdsakan

[T

L

segera mengambi! giliren unfuk ditindaklanjutl.
beberapa bkt bahwa virus KKR masih terjanglit di fubuh pera
1
al

pengambil.dan pelaksana kebi iakan. Hal tersebut adoah coomin behwa

pers '<a~‘zgm!fm cntara lapican etas dan menengah untuik menzkan
opn sar bawair masih berlongsung, yang merupakan warisan dari rezim
tarma Orba.

Walaupur  boleh terhibur menurunnya inflasi dan  relafi?
membaiknya nilal fuker Te ik menjadi kenyataan. Namun perekonomian
?":"-*'u;-'-“\ epenchiya oilih karena strukiur ekonomi yang dibangun sangat
lemaoh karena ;Mnd«'mya peran masyaraxat fuas. Perkembangan ekspor
dan pero&eh devisa belum Dbegitu membaix sgjak krisis melanda.

ar devisa deri sektor pariwisata menurun. Pengsa sebesar rata-
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@
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ahy mendrun menjodi hanya 6%, Kepas ma;,can internasionzl

rava » Teld
terhadnp L/C Indenesie ‘aiﬁm sepeiivthaya putih, naaun é':»mmgai
indikator menunjukken bahwa ekonomi Indonesia mulai menunjuilon

nertumbuhen yang semakin membaik.
meel memiliki satu kabupaten guna percontchan Ctlonowi
dacrah vaity Kabupaten fuare Enim. Kemajuan yang dicapal selama i
hanya menyiapkon bidong-bidang yarg ckan diseraiban Xa:f-

muteri fungei SDM, crggaran, serfa pra dan sgrana cien
dikatakan bahwa diburuhkan banyel: waldhu untuk meryiaykan conom

Sumatra Seiatan,

Bagian ini akan membahas PP No.25/7.000 tentany wewenang yony

disvahkan bulan #ei 2000, Menurut kalangan m“?v“ms, PP inl masik
”r»onu.uuk»mﬂ adanya intervensi Pemerintah Pusat Terhadep desrah, dan
cda pula yang mengatakan bahwa daerah kepalarya dibebaskan, nanu

ekarnva masih dipegang, dan kritik-kritik lain terhadep PP ini
3

Kewerangan prepingi menurun dan periu edanya transici desentralisnsi.
Walcu demikian setiap kritik dan analisis tentang PP ini perly dan
nenting dilakukan ager dikemudian hari tidak terjedi kesaighan yarg
fatal, sehingga ckan ada perbeikan peraturan. Dengan demikian peran
erta seviep lapisan masyarckat menjadi semekin jelas

Jika disimak kembali pasal 3 (B) butir 4f dari PP No. 25 tchun
2000, yang menyatakan bahwa kewenangan oforomi pada dazran
propinsi dalam hal menyusunan wilayah, design, pengendalien ichan dan
industri primer bidang perkeburan lintas kabupatenrfkote. Hemudion
pada pasal 2 (3) butir 4h, dinvatekan bahwa Pemerinrah memility
kewenangan fenjang penevepan kriteria don  standar gvmréué»;sé,
pengelahan, penqenda!:’aw muty, pemasaran dan peredoran hasil huvan

dan perkebunan formesuk pembenihan, pupuk dan pesticida vanaman
kehutanan dan pemzbw}’zan

Dizngan demikian Sumsel yang memiliki kebun sawit  dan
memproduksi minyak sawit serta inti sawit, tidak mempunyai wewenang

Rtk memgolahmm ke wduste hmr menjadi indusiri “edible oil’ {ninyak

gereng, margarin, behan pengganti mentega dan lainnya) iunpa izin
Femerintah. Inilah salah saty :Tmscz!au yang mambelengyy daeral untuk

IV

ber-krectivitas dan ber-inovatif guna meningkatkan perdapatan. Ind




akan pu's terjadi pada industri kayu lepis, industri pulp dengan industri
mlirnya seperti kertas, rayon dan leinnya.

Belenggu Pemerintch Pusat mungkin dapat o,neg"szcsws an, dan
mungkin akan baryok memakan Tempo delam bernegesiasi, dan raungkin
nerly lebih 5 tahun, Namun kendala atau belengju yang ada di deerah
perhy szgara pula dibehasken, sehingga daerah semakin manzﬁéré. Conton
kasus berikut telah terjzdi sejok lama, yang diciami cleh PMA dari
dhalaysia yong bergerak di perkebunan sewit {14 viby haj di Kc&aupa?eﬂ
Belitung.

Masaleh yeng  dihedapi  adaleh  peruzobaan tidak el
oelabuhan. Lokasi pelebuhan yeng direncanckan hanya ber 114‘(5:-{ @ k.
5e!ama ini minyek €PO hasil produlsi perusshan dikirim ke Llangger
vang berjarck 36 kin dari pabrik, dan membutuhkan banyek dam urtuk
transportasi Akan tetapi ada perusahoan yang memiiiki izin prinsip
namun tidak memiliki kebun inti. Perusahaan ini ingin barkongsi dengan
PMA Malaysia, sehingga membuat pelabuhan munglin dopat diizinkan.

Dilaksanakannya ctonomi deerah tentu akan berdampak positif
bagi daerch. Natun dalam pelaksancanya nanti tentu akan wienghadap!
berbagai masaloh. Untuk menyelengarakan  pemerintahan  yang
desentralisitik diperiukan fungsi dan wewenang, hamun yang juga
penting edalah tersedianya dana untuk menyelengarakan fungsi dan
wewenang. Satu daerch chan menghadapi perzair \g n dengan daerch {ain
dalerm meraih investor. Jelas daerah yeng kaya akan SDA belum fentu
mampu mengundang investor, jika bercgai kemuruuan yang usrwh‘?za
Tidak mendukung. Dengan dmmktam antar deercn ckan mengahedapi
sersaingan dalam banyak hai.

Persaingan akan ferjadi dalam  hait  Perioma,  dalam
senyelenggaraan “law enforcercent {LE)". Tentu daerah yang menjamin
LE diharapkan akan unggu! dalam menghimpun modal dan mengundarg
investor menanamikan modal. Kedua, deerah akan borsaing dalaia hal
stabilitas keamanan. Daerah yang lebih menjamin unsur kedua ini akan

menjadi incaran banyak pinak. Ketiga, persaingan akan tzidetak poda
masalah intelektual can medal sosial atau kepercayaan masyarakari.
Keempat, persaingan antar deerah akan ter etal dalam aspah atirude,
compliarce, _c;oaa’ governence, Scr ta anti KN Kelima, persaingan aniar
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